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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus
perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus
karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena
dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan
berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi
penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan
kebebasan.!

Konstitusi Indonesia telah menjamin hak konstitusional bagi anak-
anak Indonesia, yakni “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,
tumbuh, berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.? Arif Gosita mengatakan bahwa anak waijib di lindungi agar

mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok,

! Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2 Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.



organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun
secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka
yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif
atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah)
baik langsung maupun tidak langsung.®

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai
bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi
dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan
peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya anak perlu mendapat
perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
yang berlaku terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental fisik,
dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan
hukum/yuridis (legal protection).*

Hukum pidana dapat diklasifikasikan menjadi tiga arti, yaitu:

1. Dalam arti sempit, yang meliputi peraturan hukum tentang

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan

peraturan tentang susunan pengadilan;

2. Dalam arti luas yaitu disamping mencangkup pengertian
sempit, juga meliputi peraturan-peraturan kehakiman lainya
sekedar peraturan itu ada kaitannya dengan urusan perkara
pidana;

3. Pengertian sangat luas, yaitu apabila materi peraturan sudah
sampai pada tahap eksekusi putusan hakim (pidana) kemudian
dikembangkan menjadi peraturan pelaksana hukuman (pidana)
yang mengatur alternatif jenis pidana, dan cara

3 Arif Gosita. Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo, Jakarta, 2011,
h..35

4 Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h.17.



menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjadi
pidana sebagai pedoman pelaksanaan pemberian pidana.®

Pengadilan yang menagani perkara pidana disebut dengan
peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari
penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Peradilan
pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara
pidana anak.6 Penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas
pemasyarakatan anak merupakan suatu kesatuan yang termaksuk dalam
suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana anak (juvenile
justice system), bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak,
sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak,
sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak
yang mengalami masalah dengan hukum.®

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian
perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan
sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kata
peradilan tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sistem peradilan pidana

anak adalah bagian dari badan peradilan umum, maka sidang perkara

5 Waluyadi. Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana. Mandar Maju, Bandung,
2014, h.11.

6 Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Alumni, Bandung, 2009,
h.29.



anak dengan sendirinya mencakup berbagai lingkup wewenang badan
peradilan umum.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak disebutkan : Hakim, Penuntut Umum, Penyidik,
dan Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak
memakai toga atau pakaian dinas. Tujuan dari proses semua ini adalah
agar anak lebih rileks dan tidak tertekan secara mental (psikologis) serta
bersedia menceritakan kejadian yang di alami. Anak yang melakukan
tindak pidana, sesuai Pasal 68 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan,
pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga
pemasyaraktan anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik
khususnya atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak nakal.
Perlakuan selama proses peradilan pidana anak dan tetap menjunjung
tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya
keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih
rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam
bidang ilmu hukum akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta
mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-

kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.’

7 Sri Widoyanti Wiratmo Soekito, Anak Dan Wanita Dalam HukumLP3S, Jakarta,
213, h,71.



Perlindungan hukum dalam hal ini mengandung pengertian
perlindungan anak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (yang
mengatur tentang peradilan pidana anak), baik sebagai tersangka,
terdakwa, terpidana/narapidana. Peradilan pidana anak, mulai dari tahap
penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pemasyarakatan. Perlindungan
anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi
perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental,
dan sosial .8

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam
suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam
berbagi bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan
perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan
bagi kegiatan perlindungan anak. Arif gosita mengemukakan bahwa
kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.®

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang
berbentuk badan peradilan. Dalam peradilan terkait beberapa lembaga
yaitu: kejaksaan, kepolisian, kehakiman, lembaga pemasyarakatan,
bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan, dan keadilan bagi

setiap warga negara.

8 Ibid, h.72.
% Arif Gosita. Op.Cit., h.19



Arief Sidharta mengatakan bahwa peradilan adalah pranata
(hukum) untuk secara formal, imparsial-objektif secara adil manusiawi,
memproses penyelesaian defenitif yang hasilnya dirumuskan dalam
bentuk sebuah putusan yang disebut vonis, dan yang implementasinya
dapat dipaksakan dengan menggunakan aparat negara (artinya mengikat
semua pihak secara hukum) terhadap konflik antara subjek hukum,
termasuk konflik antara warga masyarakat dan badan hukum publik
(pemerintah).10

Kekuasaan kehakiman tidak hanya berarti “kekusaan mengadili”
(kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegak hukum.
Dalam perspektif sistem peradilan pidana kekuasaan kehakiman
(kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencangkup
seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana.!

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai
wewenang didalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hal
ini dilakukan olehhakim melalui putusannya baik putusan yang ringan
maupun putusan yang berat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus
mempertimbangkan banyak hal, baik yang berkaitan dengan perkara yang
sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan
pelaku, pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.*?

Putusan Hakim mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana

yang menyerang anak apabila putusan tersebut berdasarkan asas

10 Arif Sidharta. Praktisi Hukum Dan Perkembangan HukumUnpar, Bandung,
2010, h.3.

11 Ibid, h.27.

2 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum
Progresif,. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h.104.



keadilan karena anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang
merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran
strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan
pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan
perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras, serasi dan
seimbang.

Tujuan dari hukum pidana anak adalah untuk menyembuhkan
kembali keadaan kejiwaan anak yang telah terguncang akibat perbuatan
pidana yang telah dilakukannya. Jadi tujuan pidana tidak semata-mata
menghukum anak yang sedang bersalah, akan tetapi membina dan
menyadarkan kembali anak yang telah melakukan kekeliruan atau telah
melakukan perbuatan menyimpang. Hal ini penting mengingat bahwa apa
yang telah dilakukannya perbuatan salah yang melanggar hukum. Untuk
itu penjatuhan pidana bukanlah satu-satunya upaya untuk memproses
anak yang telah melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

1. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;

2. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan
hukum dalam sistem peradilan;

3. Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak
(Convention On The Rights Of The Child) yang mengatur prinsip
pelindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban

untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang
berhadapan dengan hukum.*

13 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018,
h.25.



Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan
secara tegas mengenai keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat
menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara
wajar. Sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka
mewujudkan hal tersebut.'#

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penting untuk dilakukan penelitian dengan judul ” Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses
Penyidikan Melalui Restoratif Justice (Studi Kasus Kepolisian Resor

Kota Balikpapan)”.

B. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan restorative justice terhadap anak
yang berkonflik dengan hukum ?
2. Bagaimana implementasi restorative justice sebagai perlindungan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak

pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota Balikpapan ?

14 Dewi DS dan Fatahilla A.Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative justice
di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Pre Publishing, Depok, 2011, h.29.



. Bagaimana hambatan dan upaya mengatasi hambatan pelaksanaan
restorative justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dalam proses penyidikan

di Kepolisian Resor Kota Balikpapan ?

. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan
restorative justice terhadap anak anak yang berkonflik dengan hukum.

. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi restorative justice
sebagai perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum
sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resor Kota
Balikpapan.

. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan upaya mengatasi
hambatan pelaksanaan restorative justice terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan
dalam proses penyidikan di Kepolisian Resor Kota Balikpapan.

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

. Manfaat Akademis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara

pidana anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan
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restoratif justice oleh penyidik serta dapat menambah bahan-bahan
kepustakaan.

b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya bentuk
penyelesaian perkara pidana anak anak yang berkonflik dengan
hukum melalui pendekatan restoratif justice oleh penyidik.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori
tambahan dan informasi khususnya penyelesaian perkara pidana
anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan restoratif
justice oleh penyidik.
b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis
penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum

melalui pendekatan restoratif justice oleh penyidik.

D. Kerangka Teori dan Konseptual.
1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk
mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan
kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas
masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut

diamati.1®

15 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.
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Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang
relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu
menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan
judul penelitian di atas adalah:

a. Teori Legal Sistem.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti
hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang
terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu
sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.
Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis
seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.®

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-
undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah
satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7

(tujuh) unsur yaitu: '

16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 2012, h. 115

17 C.F.G. Sunaryati Hartono, Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca
Tahun 2003, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227
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1) Asas-Asas Hukum
2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
a) Undang-Undang
b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undangan
c) Yurisprudensi Tetap (Case Law)
d) Hukum Kebiasaan
e) Konvensi-Konvensi Internasional
f) Asas-Asas Hukum Internasional
3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
4) Pranata-Pranata Hukum
5) Lembaga-Lembaga Hukum
6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem
manajemen perkantoran
b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
c) Kendaraan
d) Gaiji
e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
7) Budaya hukum yang tercermin oleh prilaku pejabat (eksekutif, legislatif,
maupun Yyudikatif), tetapi juga prilaku masyarakat yang di Indonesia
cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan

seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.
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Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas
apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem
hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu
unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan
kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan
apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan,
rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan
proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan
prilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku
di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas,
yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang
satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling
mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.*®

Sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) tidak dapat
dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur
hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum
yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja
komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami

kepincangan.'® Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan

18 [Ihami Bisri, Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
h. 39.

19 R. Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung,
Jakarta, 2017, h. 7.
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pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi
polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum.
Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum,
maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh
aparatur penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur
penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis
kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan
penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang
tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya
penegakan hukum yang diharapkan.?®

Istilah  criminal justice system atau sistem peradilan pidana
menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan
mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin
menyatakan bahwa criminal justice system dapat diartikan sebagai
pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi
peradilan pidana.?! Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan
hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi
dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri
mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara
rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan

segala keterbatasannya.

20 Sperjono Soekanto, Op.Cit, h. 5.
21 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 2006, h.14
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Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem
pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai
berikut:

1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. %

b. Teori perlindungan hukum.

Anak harus dilindungi secara hukum untuk menjamin agar mereka
dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sesuai dengan martabat
dan hak asasi manusia. Anak rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan
diskriminasi karena belum mampu melindungi dirinya sendiri, sehingga
mereka membutuhkan perlindungan khusus dari orang tua, masyarakat,
dan negara untuk menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Alasan utama perlindungan hukum untuk anak adalah :

1) Kerentanan anak
Anak-anak adalah kelompok rentan yang belum sepenuhnya memiliki
kemampuan untuk membela diri atau memahami hak-hak mereka
sendiri. Mereka mudah terpengaruh oleh lingkungan dan mungkin tidak
bisa menghadapi ancaman seperti kekerasan, penelantaran, atau

eksploitasi tanpa bantuan.

22 Anthon F. Susanto, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2014,
h.74.
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Generasi penerus bangsa

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan suatu bangsa.
Melindungi hak-hak mereka berarti memastikan bahwa generasi
mendatang dapat tumbuh menjadi individu yang berkualitas, sehat,
dan memiliki kemampuan untuk membangun negara.

Hak Asasi Manusia:

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara
internasional dan dilindungi oleh undang-undang, termasuk undang-
undang di Indonesia seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak.

Memastikan hak untuk tumbuh kembang:

Tujuan utama perlindungan hukum adalah menjamin setiap anak dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat
secara optimal. Ini termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, rekreasi,
dan lingkungan yang aman.

Melindungi dari berbagai bentuk bahaya

Perlindungan hukum secara spesifik bertujuan untuk melindungi anak
dari hal-hal seperti: kekerasan, pelecehan seksual, dan penganiayaan,
eksploitasi dalam bentuk apa pun, termasuk eksploitasi ekonomi atau
pekerjaan yang membahayakan, diskriminasi dan ketidakadilan,
penelantaran dan perlakuan salah lainnya.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah

berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi


https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=b9a65900b830afa2&sxsrf=AE3TifPvPcPV8OzNjUkxLkByEF7P2k45gw%3A1758762816990&q=Undang-Undang+No.&sa=X&ved=2ahUKEwjP6YaH3vKPAxXv3jgGHS1nMEMQxccNegQIExAB&mstk=AUtExfBDZexTsQxHfD3g0C8zz-k3VFQNewfSCuXeWXDvTnOBhBfdl-i-6YwxOhOq6a_4rxkNdW7rw8wB97GfGiexelum6O6OK54AbIEvK5Dvmb70lk_gTaLWqzVx_Ez_38qszqhxs9JTvCDytFCpCkoOnpV3EHNXNATDoKxcdmUYjAog_T8&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=b9a65900b830afa2&sxsrf=AE3TifPvPcPV8OzNjUkxLkByEF7P2k45gw%3A1758762816990&q=35+Tahun+2014+tentang+Perlindungan+Anak&sa=X&ved=2ahUKEwjP6YaH3vKPAxXv3jgGHS1nMEMQxccNegQIMxAB&mstk=AUtExfBDZexTsQxHfD3g0C8zz-k3VFQNewfSCuXeWXDvTnOBhBfdl-i-6YwxOhOq6a_4rxkNdW7rw8wB97GfGiexelum6O6OK54AbIEvK5Dvmb70lk_gTaLWqzVx_Ez_38qszqhxs9JTvCDytFCpCkoOnpV3EHNXNATDoKxcdmUYjAog_T8&csui=3
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&cs=0&sca_esv=b9a65900b830afa2&sxsrf=AE3TifPvPcPV8OzNjUkxLkByEF7P2k45gw%3A1758762816990&q=35+Tahun+2014+tentang+Perlindungan+Anak&sa=X&ved=2ahUKEwjP6YaH3vKPAxXv3jgGHS1nMEMQxccNegQIMxAB&mstk=AUtExfBDZexTsQxHfD3g0C8zz-k3VFQNewfSCuXeWXDvTnOBhBfdl-i-6YwxOhOq6a_4rxkNdW7rw8wB97GfGiexelum6O6OK54AbIEvK5Dvmb70lk_gTaLWqzVx_Ez_38qszqhxs9JTvCDytFCpCkoOnpV3EHNXNATDoKxcdmUYjAog_T8&csui=3
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penerus bangsa dan penerus pembangunan, vyaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,
menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan
Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Upaya-upaya perlindungan anak
harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara
optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa,
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib
diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat
hukum.?® Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan
kegiatan perlindungan anak.?* Kegiatan perlindungan anak setidaknya
memiliki aspek vyaitu berkaitan dengan Kkebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak
anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan

tersebut.

23 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23
24 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013,
h. 222
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,
baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.?®

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu
usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.?®
Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan untuk mengelompokan
hukum perlindungan anak dengan bentuk vyaitu aspek hukum
perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan
anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan
bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum

dibebani dengan kewajiban”.?’ Lebih lanjut Maulana Hassan Wadong

25 |bid. h. 33.

% Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2028.
h. 18-19

27 Maulana Hassan Madong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan
Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020, h. 41



19

memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian
jengdrecht dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu :

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi
mereka untuk berkembang.

2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam :

a) Ketentuan hukum Perdata

b) Ketentuan hukum Pidana
c) Ketentuan hukum acara.?®

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat
dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam
proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh
hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak

3) Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan
melawan hukum

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa
depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap

orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan

kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya.

28 |bid, h. 41.
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2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan
swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 — 18
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.?®

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan
hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus
mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
dilaksanakan melalui:

1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan
martabat dan hak-hak anak.

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga

7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.*

2 Jman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21
30 Marlina, Op.Cit, h. 209.
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Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi
sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat
adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia
dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi
muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu
sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi
anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam
kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.
Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap
ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu
tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,
stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan

melalui bantuan hukum.

c. Teori Tujuan Pemidanaan
Seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang
didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-

alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian
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kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim. Hakim dalam
menjatuhkan pidana harus beorientasi pada tujuan pemidanaan yang
tidak terlepas dari faktor pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana
dan faktor penaggulangan setelah terjadinya tindak pidana. Adapun yang
menjadi tujuan pemidanaan dapat dilihat dari aspek filosofis penjatuhan
pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana setidaknya ada 3 (tiga) teori
tentang pemidanaan tersebut, dan teori-teori tersebut lahir didasarkan
pada persoalan mengapa suatu kejahatan harus dikenai sanksi pidana.
Ketiga teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori
retributif), dianggap sebagai pandangan paling klasik mengenai konsepsi
pemidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu
manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap
perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk
mendapatkan respon positif atau negatif. Jika perbuatan itu bersifat sosial,
maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa
penghargaan atau pujian dan sebagainya. Tetapi jika perbuatannya itu
bersifat antisosial, maka ganjarannya bersifat negatif, misalnya dicela,
dimusuhi, atau bahkan dihukum sebagai imbalan atau pembalasan
terhadap perbuatannya yang antisosial.

Ciri khas dari ajaran-ajaran absolut, terutama Kant dan Hegel,
adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana sekalipun pemidanaan

sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku
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kejahatan menjadi lebih buruk.?® Menurut teori ini yang menjadi dasar
hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini
berfokus pada hukuman/pemidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk
mengadakan pembalasan (vergelding) terhadap orang-orang yang
melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan
itu menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka harus diberikan pula
penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan
perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.3°
Menurut teori retributif, setiap kejahatan harus diikuti pidana, tidak boleh
tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah
melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dari
dijatuhkannya pidana. Hanya dilihat kemasa lampau dan tidak dilihat
kemasa depan.3!

Bagi penganut teori ini, maka pemidanaan atas perbuatan yang
salah bersifat adil, karena memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak
oleh kejahatan. Menurut Kant dalam Muladi, keseimbangan moral itu
dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan
perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang jahat akan
menderita atas kelakuannya yang buruk. Jadi ketidak seimbangan akan
terjadi bilamana seseorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan

atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai,

bilamana penjahat dipidana dan si korban mendapatkan kompensasi.

29 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Pemidanaan, Usu Press, Medan, 2011,
h. 31

30 Marlina, Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 41

31 R. Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,
Bandung, 2013, h. 23.
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Dalam hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak
tercapai.

Kant dalam bukunya Metapysische Anfangsgrunde der Rechtslehre
dan Hegel dalam bukunya Grundlinien der Philosophic des Rechts
sebagaimana disebutkan dalam Van Bemmelen, mempertahankan
pembalasan sebagai dasar pemidanaan. Kant melihat dalam pidana
sesuatu yang dinamakan imperatif katagoris, yang berarti: seseorang
harus dipidana oleh hakim karena ia berbuat jahat. Pidana itu bukanlah
sarana untuk mencapai suatu tujuan, akan tetapi pernyataan dari
keadilan. Hegel berpendapat bahwa kejahatan akan diakhiri oleh pidana.
Menurut Hegel, pidana ialah suatu penyangkalan dari penyangkalan
hukum, yang terletak dalam kejahatan itu sendiri.%?

Berdasarkan uraian diatas, maka suatu pidana tidaklah bertujuan
untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang
mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Jadi, pidana
secara mutlak harus ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Karena
itulah maka teori ini disebut teori pembalasan. Pidana merupakan tuntutan
mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, akan tetapi menjadi
keharusan. Hakikat suatu pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif (teori tujuan).

Teori ini menyebutkan, dasar suatu pemidanaan adalah pertahanan

tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, maka yang menjadi tujuan

pemidanaan adalah menghindarkan atau mencegah (prevensi) agar

32 Abul Khair dan Mohammad Eka Putra, Op.Cit., h. 32.
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kejahatan itu tidak terulang lagi. Pidana dijatuhkan bukan semata-mata
karena telah dilakukannya kejahatan, melainkan harus dipersoalkan pula
manfaat suatu pidana dimasa depan, baik bagi si penjahat maupun
masyarakat.3® Teori ini juga menyebutkan, bahwa memidana bukanlah
untuk memutuskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri
tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi
kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andreas, teori ini
dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (the theory of social
defence). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut
sebagai teori atau aliran reduktif (the reductive point of view) karena dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekwensi
kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan
reducers (penganut teori reduktif).

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalanan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana,
tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu
teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar
pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.
Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat
kejahatan) melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan

kejahatan).34

33 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Di Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 2007, h. 34.
34 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2016, h. 25
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Inilah makna ucapan yang terkenal dari Seneca, seorang filosof
romawi: “Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur”
(artinya, tidak seorang normalpun yang dipidana karena telah melakukan
suatu perbuatan jahat tetapi ia dipidana karena telah melakukan suatu
perbuatan jahat tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat).®
Menurut teori relatif, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan
pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi agar
orang jangan melakukan kejahatan.

Faktor terpenting bagi utilitaris ialah bahwa suatu pemidanaan
dapat menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang bermanfaat secara
preventif, apapun artinya: penjeraan dan penangkalan, reformasi dan
rehabilitasi, atau pendidikan moral. Namun demikian, kepedulian teoretis
menuntut usaha untuk lebih mendalami utilitarian theory , yaitu:

a) Tujuan pemidanaan memberi efek penjeraan dan penangkalan
(deterence). Penjeraan sebagai efek pemidanaan,menjauhkan
si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang
sama; sedangkan tujuan untuk penangkal, pemidanaan
berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan
bagi penjahat-penjahat potensial dalam masyarakat. Wesley
Cragg menilai bahwa fungsi penjeraan dari efek pemidanaan
sepatutnya lebih dianggap sebagai suatu bentuk kontrol sosial.
Karena itu, pemidanaan sebagai penjeraan mempengaruhi
sikap dan perilaku si terpidana maupun warga masyarakat.
Pengaruh itu dianggap bisa sangat berdaya-hasil bila
dikomunikasikan secara negatif, yaitu dengan menakut- nakuti
orang, atau menurut perkara Philip Bean, “ maksud dibalik
penjeraan ialah mengancam orang-orang lain” untuk kelak tidak
melakukan kejahatan.

b) Pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap
pula pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau
rehabilitasi pada si terpidana. Kesalahan atau tindakan
kejahatan dianggap sebagai suatu penyakit sosial yang
disintegratif dalam masyarakat. Kejahatan itu dibaca pula

% Muladi dan Barda Nawawi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 1998, h. 16
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sebagai simpton disharmoni mental atau ketidakseimbangan
personal yang membutuhkan terapi psikiatri, conseling, latihan-
latihan spiritual, dan sebagainya. Itulah sebabnya ciri khas dari
pandangan tersebut ialah pemidanaan merupakan proses
pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar
kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya
secara wajar. Dalam bahasa utilitarianisme dapat dikatakan
bahwa efek preventive dalam proses rehabilitasi ini terpusat
pada siterpidana.

c) Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral. Bentuk ketiga
teori tujuan ini merupakan bagian dari doktrin bahwa
pemidanaan merupakan proses reformasi. Setiap pemidanaan
pada dasarnya menyatakan perbuatan terpidana adalah salah,
tidak dapat diterima oleh masyarakat dan bahwa terpidana
telah bertindak melawan kewajibannya dalam masyarakat.
Karena itu dalam proses pemidanaan, si terpidana dibantu
untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan
atasnya.3®

3) Teori gabungan

Aliran ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif
yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan
pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat
yang diterapkan secara terpadu.sehubungan dengan masalah pidana
sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka harus dirumuskan
terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang
tercapainya tujuan tersebut. Baru kemudian dengan bertolak atau
berorientasi pada tujuan tersebut dapat diterapkan cara, sarana atau
tindakan apa yang akan digunakan. Sehingga jelas kebijaksanaan yang
pertama-tama harus dimasukkan dalam perencanaan strategi dibidang

pemidanaan adalah menetapkan tujuan pidana dan pemidanaan.?’

36 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track
System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 44-45

87 Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 19.
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Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut
dan relatif. Menurut teori ini, tujuan pidana selain untuk pembalasan
kepada sipelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan
mewujudkan ketertiban.3® Dalam teori gabungan (verinigning theorien)
dasar hukuman adalah tertelatak pada kejahatan itu sendiri, yaitu
pembalasan atau siksaan, akan tetapi disamping itu juga yang menjadi
dasar adalah tujuan daripada hukum. Teori gabungan diciptakan karena
menurut teori ini, baik teori absolut atau pembalasan maupun teori relatif
dan tujuan dianggap berat sebelah, sempit dan sepihak.3°

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori
absolut atau pembalasan (vergeldings theorien) adalah:

a) Dalam menentukan balasan sulit sekali menetapkan batasan-
batasannya atau sulit menentukan bertanya hukuman.

b) Apa dasar untuk memberi hak kepada negara untuk
menjatuhkan hukuman sebagai pembalasan.

c¢) Hukuman sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi
masyarakat.

d) Singkatnya dalam teori ini dasar pembalasan sama sekali tidak
memberi keputusan hukum bagi kepentingan masyarakat,
sedang hukum pidana diadakan untuk kepentingan
masyarakat.*°

Keberatan teori gabungan (verinigning theorien) terhadap teori

relatif atau tujuan adalah:
a) Dalam teori relatif hukum dipakai sebagai cara untuk mencegah
kejahatan yaitu, baik yang dimaksud untuk menakut-nakuti umum,

maupun yang ditujukan terhadap mereka yang melakukan kejahatan.

38 Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, Politik Hukum Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 98

3% Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Balai Lekture Mahasiswa, Jakarta,
1992, h. 64.

40 |bid., h. 65.



29

b) Hukuman yang berat itu dirasa tidak memenuhi rasa perikeadilan,
apabila ternyata bahwa kejahatannya ringan.

c) Keberadaan hukum daripada masyarakat membutuhkan kepuasan,
oleh karenanya hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada
tujuan untuk mencegah kejahatan atau membinasakan penjahat.*

Teori yang ketiga ini mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana
hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan.

Jadi pada hakikatnya, ketiga hal mengenai tujuan pemidanaan tersebut

bertujuan untuk menciptakan ketertiban, memberikan rasa keadilan, serta

mengatur hubungan baik antar individu dalam masyarakat agar dapat
hidup dinamis, aman, tenteram, tertib, dan damai.

Penelitian ini menggunakan teori relatif mengingat tujuan
pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana bertujuan untuk
menimbulkan efek jera atas perbuatannya dan menjaga ketertiban

masyarakat.

d. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan salah satu daripada kebijakan
kriminal yang bertujuan menanggulangi kejahatan dengan pendekatan
pidana. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal itu sendiri maka kebijakan
pidana tidak lain berfungsi untuk mendukung tercapainya suatu tujuan

nasional dari faktor-faktor penghambat.3! pencapaian tujuan naional

4 |bid.
31 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru ), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, h.56.
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tersebut. Salah satunya kejahatan itu sendiri, khususnya tindak pidana

korupsi

Kebijakan atau politik kriminal mempunyai arti:

1)

2)

3)

Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang
menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang
berupa pidana;

Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak
hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan
polisi;

Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan yang
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi
yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari
masyarakat.3?

Secara garis besar kebijakan hukum pidana adalah untuk

menentukan:

1)
2)

3)

Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu
dirubah atau diperbaharui;

Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak
pidana;

Bagaimana cara penyidikan, penunututan, peradilan dan
pelaksana pidana harus dilakukan.33

Kebijakan kriminal, selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni:

dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar

dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan

kriminal dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak

hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi

sedangkan dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang

dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang

32Nursariani Simatupang dan Faisal, Kriminologi Suatu Pengantar, Pustaka
Prima, Medan, 2017, h. 248.

33Gyaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem
Peradilan Pidana Indonesia, Total Media, Jakarta, 2010, h.15
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bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat
sehingga dapat dipahami bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha
yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (the
rational organization of the control of crime by society.3*

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya
penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral
dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya
mencapai mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).3®

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah:

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi suatu saat.

2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang
dicita-citakan.3®

Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa upaya penanggulangan
kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:
1) Ada keterpaduan (integritas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2) Ada keterpaduan (integritas) antara upaya penanggulangan kejahatan

dengan penal dan non penal.®’

Kebijakan hukum pidana sebagai suatu usaha yang rasional
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan sejatinya haruslah
dirumuskan dengan suatu landasan berpikir dan metode-metode ilmiah.

Untuk itulah pentingnya dipergunakan beberapa pendekatan dalam

34 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2013, h. 31.
35 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h. 4.

36 |bid., h. 26.

7 Nursariani Simatupang dan Faisal, Op. Cit, h. 248.
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rangka memilih kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menanggulangi
kejahatan. Pemilihan kebijakan pidana yang tidak tepat akan berakibat
terganggunya sistem penegakkan hukum pidana pada tataran aplikasinya
itu sendiri dan lebih jauh justru menciptakan faktor kriminogen.38

Teori kebijakan hukum berkaitan erat dengan prinsip keadilan
restoratif, terutama dalam konteks sistem peradilan pidana. Keadilan
restoratif, sebagai pendekatan alternatif, menekankan pemulihan
hubungan yang rusak akibat tindak pidana, melibatkan pelaku, korban,
dan masyarakat dalam proses penyelesaian. Kebijakan hukum yang
mendukung keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan sistem
peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif dalam memulihkan
keadaan sosial.

Teori kebijakan hukum memberikan kerangka berpikir untuk
merumuskan kebijakan yang mengarah pada penerapan keadilan
restoratif. Kebijakan ini mencakup perumusan tujuan, prinsip, prosedur,
dan mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif, sebagai prinsip dalam sistem peradilan, menjadi
tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan hukum. Kebijakan hukum
bertujuan untuk menciptakan sistem yang memungkinkan penerapan
keadilan restoratif secara efektif dan efisien. Teori kebijakan hukum
membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung implementasi
keadilan restoratif. Hal ini mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan
aparat penegak hukum, serta membangun kesadaran masyarakat tentang

prinsip keadilan restoratif.

38 Barda Nawawi Arief, Op.Cit., h.7.
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2. Kerangka Konseptual.

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari
penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka
konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

a. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya
tersebut.®

b. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana.*®¢ Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap
seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud
dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum
sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak
tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang
subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap
perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan
anak itu.

c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

39Satjipro Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Kompas, Jakarta,
2018, h.121.

“pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
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mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*°

d. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang
menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksipidana (hukuman). #

e. Persetubuhan menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan
adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar
perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa
umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa
belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling

lama sembilan tahun

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum
ditemukan penulisan hukum tentang “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan melalui
Restoratif Justice (Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Balikpapan)”.
Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa
penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana oleh anak, yaitu :
1. Zahru Argom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister HKk.
Litigasi): "Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Delinkuen Anak

dalam Perkara Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11

4°Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 122.
4 |bid, h.97
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Tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan Pengembangan Konsep
Keadilan Pidana Anak di Indonesia”.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap
delinkuen anak. Zahru Argom berusaha untuk menejelaskan secara
sistematis proses penanganan terhadap delinkuen anak yang diproses
di Pengadilan Negeri. Zahru Argom juga mengkaji tentang
pengembangan metode dimensi sebagai bagian dari konsep
restorative justice.

2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilimu
Hukum): "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pindana”.Tesis ini menekankan pada efektifitas dari penjatuhan sanksi
pidana, dan tidak terbatas pada kasus pembunuhan saja melainkan
kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang
dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok

bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di

atas.

F. Metode Penelitian

Metode  penelitian adalah  upaya untuk  menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana
usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.*” Metode
penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti

gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini

47 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Andi Offset, Yogyakarta, 1989, h. 3
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berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan
oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti
lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang
tidak membutuhkan populasi dan sampel.*®
1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum
yang menjadi objek penelitian.>® Deskriptif analistis, merupakan metode
yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang
sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data
seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-
hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini
menguraikan hal-hal tentang perlindungan terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana.
2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
a. Pendekatan Kasus (Case Approach), dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice

oleh penyidik.

48 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105
%0 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105
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b. Pendekatan Konseptual (Copceptual Approach), dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan
kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data
dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library

research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data
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dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil
penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tertier.4?

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.
Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,
sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada
dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*?

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang

mengikat,>® terdiri dari : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

42 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 39.

4 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2014, h. 122.

53 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2014,
h.57
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada
hubungannya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder,>
seperti kamus hukum.

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah
sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam
suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.** Data sekunder yang
telah diperoleh kemudian disistemasikan, diolah dan diteliti dan dianalisis
dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, analsis data kualitatif
adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang dapat diceritakan pada orang lain.*>. Dengan demikian kegiatan
analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan

permasalahan dan tujuan penelitian.

54 Soerjono Soekanto, Op.Cit, h. 14.
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 41.
4 |bid, h. 42



BAB I

PENGATURAN HUKUM RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang
untuk dapat disebut sebagai anak. Dimaksud dengan batas usia anak
adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak
dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia
dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung
jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian
pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus
dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang)
dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".“¢ Batas usia
seseorang anak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke
dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi
hukum, seperti berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA)

4éMaulana Hassan Madong. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,
Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2020, h.39

40
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Menurut UU PA, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Penjelasan UU PA menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena
dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia
yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga
setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,
berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan
diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Anak
Menurut UU SPPA disebutkan:

(1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

(2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga
melakukan tindak pidana

(3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

(4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
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pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat,
dan/atau dialaminya sendiri.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang
HAM (selanjutnya disebut UU HAM)

Pasal 1 UU HAM menyebutkan anak adalah setiap manusia yang
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk
anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan.
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan
hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
dilaksanakan melalui:

a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak.

b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak.

e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.

f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga
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Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.*’

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan

hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

perlindungan anak:

1.

Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar
utama perlindungan anak.

Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan
hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan
sosial.

Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat
adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling
mempengaruhinya.

Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur
sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan
yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial
(keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya),
nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.

Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat
mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan
berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya
pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan
menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan
penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang
bersangkutan.

Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan
kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.
Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu
pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun
anak. lkut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan
kewajiban setiap warga negara.

Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang
luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).*®

4Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.209

48 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h. 36-37
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Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam
penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan
perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan
khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap
saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur
dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu
yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat,
psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan
tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi
sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat
adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik
indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan
merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan

bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,
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baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.*®
Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi
muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu
sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi
anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam
kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.
Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap
ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu
tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,
stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan
melalui bantuan hukum.
Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak
dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :
1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
a. Bidang hukum publik (pidana)
b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
a. Bidang sosial.

b. Bidang kesehatan.
c. Bidang pendidikan.>®

4 |bid, h. 33
%0 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h. 40.
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Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu
usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.5!
Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong
menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak
dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup
advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-
hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat
ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.52

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan
Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan
pengertian jengdrecht dan kemudian mengelompokan ke dalam dua
bagian yaitu :

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan
bagi mereka untuk berkembang.

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam :

a. Ketentuan hukum Perdata

b. Ketentuan hukum Pidana
c. Ketentuan hukum acara.>?

51 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018,
h. 18-19

52 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h. 41.

53 Ibid, h. 41.
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Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat

dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam

proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh

hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1.

2.

Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa.

Proses perlindungan hak atau hak-hak anak

Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan
melawan hukum.

Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa

depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 — 18
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.>*

SIman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan

Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h. 20-21
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Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan

hak dan kewajiban anak.

B. Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Penjelasan atas UU SPPA, pada paragraf 8 bagian umum
menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya anak berada
dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau anak
saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi
terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi
anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai
tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas)
tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan
bahwa UU SPPA telah menganut apa yang disebut dengan double track
system. Dengan kata lain, Undang-Undang ini telah secara eksplisit
mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.
Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana
bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat
keseriusan tindak pidananya.>®

Anak yang melakukan tindak pidana dapat diproses hukum dan

upaya yang sesuai. Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu

% Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h.156
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Peradilan Anak sebagai suatu usaha perlindungan anak untuk mendidik
anak dengan tanpa mengabaikan tegaknya keadilan. Disepakati bahwa
dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun,
kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang
dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab
kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga
Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-
batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan
kewajiban

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan
kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan
usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan
generasi mendatang.>®

Menegakkan keadilan terhadap anak-anak yang telah melakukan
tindak pidana sebagai tugas pokok badan peradilan yang dibebankan
oleh undang-undang, tidak hanya mengutamakan pidana saja sebagai
unsur utama, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran
yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang khusus tentang
pengadilan anak vyaitu UU SPPA. Perangkat hukum yang tertulis dan
terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan sebagai patokan untuk
berlangsungnya Pengadilan Anak, karena menyangkut akan suatu
kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Sanksi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang berupa

sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana

% Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Universitas Sumatera Utara
USU Pers. Medan, 2018, h.26



50

pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 71
ayat (1) UU SPPA yaitu :
1. Pidana peringatan
2. Pidana dengan syarat:
a. Pembinaan di luar lembaga;
b. Pelayanan masyarakat;

c. Pengawasan;

w

Pelatihan kerja;

4. Pembinaan dalam lembaga

o1

Penjara
Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU

SPPA ada dua macam, yakni:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

2. Pemenuhan kewajiban adat

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan
martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU SPPA dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana
memuat pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana

kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana
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mati, UU SPPA tidak menghendaki apabila anak yang telah melakukan
kenakalan diancam dan dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati.

Pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum dilatarbelangi
oleh filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya,
terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk
dijatuhi pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang
perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila
diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak
akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh
seorang anak masih sangat panjang.®’

Ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa
pelaksanaan pidana akan dilalui sepanjang hidup anak di lembaga
pemasyarakatan. Hal tersebut tidak diinginkan UU SPPA.” UU SPPA
menegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang
telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan yang diancam
dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang
dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.%®

Pidana pengawasan adalah jenis pidana yang baru. Pidana
pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak yakni
pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap prilaku anak

dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian

5 Maulana Hassan Madong. Op. Cit, h.44.
%8 Shanty Dellyana. Op.Cit, h. 18-19
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bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pidana
pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun kurungan yang
dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan terhadap
terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan pengadilan.>®

Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu
berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan
dengan ketentuan dalam UU SPPA menunjukkan bahwa UU SPPA yang
tidak menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman
putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan
hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap
anak.

UU SPPA tidak menginginkan anak yang telah melakukan
kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa Pengumuman Keputusan
Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena anak yang walaupun telah
divonis pidana yang akan berpengaruh terhadap perkembangann fisik,
sosial, dan mentalnya, akan menambah penderitaannya kalau ditambah

dengan pengumuman terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim

% Mahendra Ridwanul Ghonil dan P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap
Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia”,
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, h. 335
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tersebut yang kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk
temantemannya.®°

Pemidanaan adalah hal yang tidak dikehendaki pada seorang
anak, sekalipun ia telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang
kedua bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah berupa tindakan.
Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA, sanksi tersebut ada tiga
macam, yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.

2. Penyerahan kepada seseorang.

3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

4. Perawatan di LPKS.

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

6. Pencabutan surat izin mengemudi.

7. Perbaikan akibat tindak pidana.!

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan
pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan
berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi
anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan
bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara anak yang
berkonflik dengan hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua,
wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan

yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut

60 Maidin Gultom, Op. Cit, h.50
61 Salundik, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif Penegakan
Hukum?”, Jurnal llmu Hukum, Vol. 5 No. 1, Maret 2020, h.631.
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ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan kerja
dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan,
pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah
selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.®?
Prinsipnya  pendidikan, = pembinaan dan latihan  kerja
diselenggarakan oleh pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau
departemen sosial, akan tetapi dalam dalam kepentingan anak
menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan
diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren,
panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama
anak yang bersangkutan.®?
Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:
Pengembalian kepada orang tua/wali.
Penyerahan kepada seseorang
Perawatan di rumah sakit jiwa.
Perawatan di LPKS.
Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.®*

arwNE

Perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d,
huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1)
dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutannya, kecuali tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada

62 Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistianib, Agus Takariawan, “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak”, Jurnal Poros Hukum, olume 3, Nomor 1, November 2021, h.140.

63 Maidin Gultom, Op. Cit, h.52.

6 Ibid, h.53.
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ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, dan
ayat 4) UU SPPA.

Dimaksud dengan penyerahan kepada seseorang adalah
penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik,
dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.
Perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang diberikan kepada
Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa
atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat tindak pidana misalnya
memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan
memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana.®®

UU SPPA memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena
kaedahnya mudah didefenisikan. Pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik dan ditaati sengat penting bagi negara-negara yang
sedang membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun
sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat.

Adanya UU SPPA, maka untuk menangani perkara anak atau
orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah
berdasarkan ketentuan UU SPPA. Kedudukan UU SPPA yang telah
mencapai proses legalitas, kemudian mendudukan asas-asas hukum
acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan UU SPPA menjadi
objektif dari asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia.

Ketentuan legalitas UU SPPA dalam proteksi hukum acara pidana dapat

% Aminah Aziz, Op. Cit, h.61.
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disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur
pengadilan anak dengan segala fenomena yuridis dan keutamaan
legalitas dalam menangani kejahatan anak atau anak menjadi korban
(victima) dari kejahatan atau pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam UU SPPA
meliputi asas-asas:

1. Asas belum dewasa
Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk menentukan
seseorang dapat diproses dalam pengadilan anak. Asas belum
dewasa membentuk kewenangan untuk menentukan batas usia
bagi seseorang yang disebut sebagai anak yang dapat
melahirkan hak dan kewajiban.

2. Asas kekeluargaan pemeriksaan
Ketentuan asal keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu dengan
memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut umum, hakim
maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan atau petugas
probation/social worker untuk melakukan tindakan-tindakan atau
upaya berjalannya penegakan hak-hak asasi anak,
mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain. Tujuan utama
adalah meletakan kemudahan dalam sistem pengadilan anak,
yang diakibatkan ketidak mampuan rasional, fisik/jasmani dan
rohani atau keterbelakangan pemahaman jasmani dan rohani
atau keterbelakangan pemahaman hukum yang didapat secara
kodrat dalam diri anak.

3. Asas probation/pembimbing kemasyarakatan/social worker.
Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan
dengan arti pekerja sosial. Ketentuan asas ini lebih diutamakan
kepada sistem penerjamahan ketidakmampuan seorang anak
menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan anak.%®

Adanya UU SPPA, maka menjadi hukum acara pidana anak yang
diposisikan dengan ketentuan asas lex spesialis derogat lex spesialis
general. Kedudukan UU SPPA meskipun tidak disebutkan sebagai hukum

acara pidana anak, bentuk penafsiran dan pemaknaan menjadi Undang-

% Maulana Hassan Madong. Op.Cit. h.59-60
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Undang organik dari eksistensi adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang KUHAP. Dengan demikian penerjemahan UU SPPA adalah
menjadi bagian pokok hukum acara pidana anak yang positif. Fungsi-
fungsi badan-badan pengadilan umum yang beracara tidak dapat
ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi kelengkapan dalam
menentukan hukum acara pidana yang lebih sempurna terhadap
penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.®’

Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang
tersebut yaitu UU SPPA dan KUHAP. Berbagai bentuk pengertian, seperti
penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara,
tertangkap tangan dan lain-lain, terpola menjadi unsur suplemen
(tambahan) diantara ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut.
Dengan adanya UU SPPA, maka segala pokok ketentuan hukum acara
pidana untuk Pengadilan Anak digunakan ketentuan Undang-Undang ini.
Ketentuan UU SPPA juga telah menghapus beberapa ketentuan pokok
terhadap anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 KUHP, baik
mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain.

Aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi,
jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan
anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan
anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan
masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, bahwa

penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan

®7 Ibid. h.60
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perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan
ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang
berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma
yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan
kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka
sulit untuk kembali menjadi anak baik.58

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif.
Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka
perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali
(reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan
berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah
hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan
yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang
ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk
menjadikan pidana lebih fungsional.%

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tujuan
dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam UU SPPA yang berbeda
dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih
melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum
UU SPPA pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan

kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk

% Wagiati Soetodjo, Op. Cit, h.38.

9 Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, (2017). “Penerapan Prinsip Kepentingan
Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Yudisial, Volume 10
Nomor 1 Thn. 2023, h.451.
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menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri,
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.”

Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun
kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak
berarti sanksi yang yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang
tentu saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis,
dan sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa.
Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang
diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.”*

Lahirnya UU SPPA tentu mempunyai latar belakang. Konsideran
diuraikan bahwa latar belakang lahirnya UU SPPA :

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya.

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan
hukum dalam sistem peradilan.

3. Bahwa Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-
hak anak (convention on the rights of the child) yang mengatur
prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai
kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap
anak yang berkonflik dengan hukum.”?

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya
perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak
yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Anak yang walaupun

secara kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar

70 Maidin Gultom, Op. Cit, h.81.

L Puji Astutik, et.al., “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan
Dengan Hukum di Lapas Kabupaten Klaten”, Indonesian Journal of Public Policy and
Management Review, Volume 4 Nomor 4.Thn 2022, h.130.

2 |bid, h. 82
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hukum seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan
yang diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa
yang melakukan kejahatan.”

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan
mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali
sikap dan prilaku pelaku kejahatan sehingga ia dapat meninggalkan
prilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Asas bagi kepentingan
pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan,
pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan
penjatuhan hukuman. Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan
pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan
mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada
hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan,
sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.’

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas prilaku dan
tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak
terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana
upaya lain tidak berhasil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap

seorang anak yang melakukan kejahatan adalah salah satu bagian

3 Fitri Nuryanti Sahlan, Budhi Wibhawa, Maulana Irfan, “Bimbingan Anak
Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi
Pertolongan”, Prosiding KS: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran, Volume 3 Nomor 3 Thn 2023, h.40.

7% Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan
Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 38.
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penting, karena fungsi pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan
perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim
mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Kebebasan
tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas, tetapi harus
memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang dilakukan dan
keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang diharapkan
kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan,
usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun
kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Pertimbangan
kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah, azas-azas dan
keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Alasan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana terhadap seorang anak yang melakukan kejahatan adalah :

1. Agar anak tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri
dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa
depannya.

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk
bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiataan
pembangunan nasional.

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin
dalam sikap dan prilakunya yang tertib disiplin.

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap
bangsa dan negara.”

S Maulana Hassan Madong. Op.Cit. h.65
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C. Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik
Dengan Hukum

Pengaturan hukum penyelesaian perkara anak yang berkonflik
dengan hukum di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang
mengutamakan konsep keadilan restoratif dan diversi. UU SPPA
menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 dengan menerapkan pendekatan
pemulihan dan keseimbangan, bukan pembalasan, serta memprioritaskan
hak anak melalui pembebasan dari proses peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana jika memungkinkan.

Prinsip utama sistem peradilan pidana anak adalah :

1. Keadilan Restoratif:
Fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan, dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk
mencapai penyelesaian yang adil.

2. Diversi:
Pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di
luar peradilan pidana, yang diupayakan pada seluruh tahapan proses
hukum untuk menghindari efek negatif dari peradilan pidana terhadap
jiwa dan perkembangan anak. 7®

Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib mengupayakan diversi

pada setiap tahapan. Jika diversi berhasil, penyelesaian perkara akan

76 Syahrial Effendi, et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses
Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Republik Indonesia”, Jurnal Pionir LPPM Universitas Tapanuli Selatan. Vol. 6, No. 2 (May
20, 2020, h.80
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dilakukan di luar jalur peradilan pidana, seperti pengembalian anak
kepada orang tua dan kelanjutan sekolah. Jika diversi gagal, anak akan
diproses melalui persidangan di pengadilan anak, namun tetap dengan
pertimbangan khusus.

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional
sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang
berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan Ilebih
menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa
ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak
tersebut.””

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif
atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada
seseorang untuk memperbaiki kesalahan.”® Petugas dalam melakukan
diversi menunjukan pentingnya ketaatan kepada hukum dan aturan.
Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan
menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan
pemaksaan.’

Menurut konsep diversi dalam penanganan kasus anak di
Kepolisan yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak,

pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk

"7 Guntur Priyantoko, Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk
Rasa,” De Lega Lata: Jurnal llmu Hukum, vol. I. No. 1 Januari-Juni, March 4, 2016, h.45

8 Syahrial Effendi, Op.Cit, h.81

9 Ibid, h.83.
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menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaki kembali.
Menghindarkan anak dari eksplolasi dan kekerasan, akan lebih baik
apabila diversi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversi
juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak
pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak
menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya vyaitu
pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan
yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem
peradilan pidana. &

Pelaksanaan metode ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan
anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan
kata lain, diversi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan
pemenuhan hak-hak anak (protection child and fullfilment child rights
based approuch). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk
memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua
menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan
khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum
maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental,
moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan
kehormatan anak.

Prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi

Hak Asasi Manusia (General Comments Human Rights Committee)

80 Wawancara dengan Bapak Briptu Ruddin Hutahaen, Personal Satuan Lalu
Lintas Polres Tapanuli Selatan, dilaksanakan pada hari Selasa, 29 April 2024, pukul
10.00 Wib.
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khsususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi
melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak
dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (parental
separation or divorce). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan
dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran
hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor
yaitu Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah
diperbuat,sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman,
serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang
dewasa. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini
lebih mudah dibina dan disadarkan.®!

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa:

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara
Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
a. diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun;
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa diversi dilakukan baik
pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di
Pengadilan Negeri. Dalam sub-sistem peradilan pidana (Penyidikan,

Penuntutan dan Persidangan) wajib harus diselesaikan melalui diversi.

81 Anjar Nawan. Konsep Diversi dan Restorative Justice, iunduh melalui
https://anjarnawanyep.wordpress.com,diakses Sabtu, 20 September 2025, Pukul 15.40
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Jika tidak dilakukan diversi maka dapat dimintakan batal demi hukum (null
and void).

Diversi diberlakukan kepada anak yang telah berusia 12 (dua belas
tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah
berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum
berumur 18 (delpan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak
pidana. Hakim berkewajiban mengupayakan diversi dalam hal anak
didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan di dakwa pula dengan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau
lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif
maupun kombinasi (gabungan).®

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk
dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak asasi anak dapat lebih
terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal’,
karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai
pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.#

Tujuan dari diversi adalah untuk mendapatkan cara menangani
pelanggran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan pidana formal.
Ada kesamaan tujuan diskresi dengan diversi. Pelaksanaan diversi dilatar
belakangi keinginan menhindari efek negatif terhadap jiwa dan
perkembangan anak oleh eterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversi oleh apparat penegak hukum didasari oleh

kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi.®*

82 |bid, h.38.

83 Abbas Said, “Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam
Penegakan Hukum Pidana”, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol. 1, No. 1, March 30, 2022,
h.4

84 bid, h.35.



